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ABSTRAK 
 

Tindak pidana korupsi telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan 
ekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra-
ordinary crime) dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa 
Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang 
bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula 
(extra-ordinary measures), karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit 
pemberantasannya. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran 
komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan pembalikan 
beban pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Karena itu timbul suatu 
rumusan permasalahan: bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian 
berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana 
implementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Yogyakarta ? 

 Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi 
pustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap 
produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung 
berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang dilengkapi dengan 
data lapangan (field research) berupa hasil wawancara (interview). Analisis dilakukan 
dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi 
putusan dan wawancara. 

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pembalikan beban pembuktian di 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan 
Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Pembalikan beban pembuktian 
hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni pada (1) tindak 
pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih dan 
pada (2) harta benda terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 
Bahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, 
pembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah 
diterapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sesuai dengan 
konsepsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk 
pembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan 
maupun yang tidak didakwakan pada perkara tindak pidana korupsi pokok belum 
dapat diterapkan, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini dianggap sulit untuk 
diterapkan. Sehingga perlu adanya evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi 
sistem pembalikan beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat 
lebih efektif dan jelas dalam proses persidangannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam Hukum Pidana, pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam 

kelompok Hukum Pidana Formil (Hukum Acara). Namun demikian, ada juga yang 

berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan Hukum Pidana Materiil. Pendapat 

akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam Hukum Perdata. 

Dalam Hukum Perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi bias, 

mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok Hukum Perdata 

Materiil maupun Hukum Perdata Formil. 

 Berlainan halnya dengan Hukum Pidana. Hingga kini, setelah diberlakukannya 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum 

Formil (Hukum Acara). Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian) 

maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan 

dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang 

lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan”.1 Jadi 

sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti 

untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan 

                                                 
1 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Prof. 

Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006), hlm. 83. 
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oleh terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau 

tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.2 

 Hakekatnya, masalah pembuktian dalam hukum pidana teramat urgent. Apabila 

dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan 

menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui 

proses peradilan sehingga akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan pidana 

(veroordeling) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana, kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (rijspraak) 

karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari segala tuntutan 

hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena apa yang didakwakan terbukti namun 

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.3 

 Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 183 

KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa4:  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah 

dimaklumi bahwa masalah beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana 

                                                 
2 Ibid, hlm. 84. 
3 Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, 
(Bandung: Alumni, 2007), hlm. 76. 

4 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183. 
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yang dilakukan oleh seorang terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini 

disebutkan pada Pasal 137 KUHAP bahwa5: 

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 
didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.” 

Jadi sebagai suatu lex genaralis, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara 

tindak pidana dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat untuk 

membuktikan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang 

terdakwa sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut. Beban pembuktian yang 

berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkolerasi dengan asas praduga tidak bersalah 

(presumption of innocent) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (non 

self-incrimination). Pembebanan pembuktian ini hakikatnya juga merupakan elaborasi 

dari asas umum hukum pidana, bahwa siapa yang menuntut, maka dialah yang harus 

membuktikan kebenaran tuntutannya.6 

Beban pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlaku secara umum untuk 

semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana) maupun di luar kodifikasi. Namun terdapat beberapa pengecualian pada tindak 

pidana tertentu terutama yang berada di luar KUHP. Salah satunya adalah tindak pidana 

yang termuat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 

Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 

                                                 
5 Ibid, Pasal 137. 
6 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), hlm. 

72. 
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Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pemberlakuan mengenai 

pembalikan beban pembuktian. Yakni ketentuan mengenai bergesernya beban 

pembuktian yang semula dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi beban 

pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Sehingga terdakwa berperan aktif 

menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak dapat 

membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Ketentuan 

ini terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. 

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan 

bahwa7:  

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib 
membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan 
ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti 
melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik 
yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.” 

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut atau yang dikenal 

sebagai sistem pembalikan beban pembuktian (Reversal of Burden Proof atau Omkering 

van Bewijslast) merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon atau Negara 

penganut case-law dan terbatas pada kasus-kasus tertentu (certain cases) khususnya 

terhadap tindak pidana tentang gratifikasi (gratification) atau pemberian yang berkolerasi 

dengan suap (bribery).8 Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem 

                                                 
7 Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 37. 
8 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia…, hlm. 84. 
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pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara 

pidana yang universal.9 

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian adalah karena tindak 

pidana korupsi ini sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki 

kualitas pembuktian yang sangat sulit maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya 

dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi 

kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Selain itu, integritas, kapabelitas, dan 

aktifitas pelaku pada umumnya sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana 

korupsi ini. Artinya, pelaku sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk 

menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi ini. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 012-016-

019-PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dalam perkara Hak Uji Materiil Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan 

bahwa Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi 

sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah suatu kejahatan luar biasa (extra-

ordinary crime) dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia 

secara keseluruhan.10 

Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita bahwa11: 

                                                 
9 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian…, hlm. 132. 
10 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 471. 
11 Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian…, hlm. 7. 
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“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi 
kuantitas maupun dari segi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, 
maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan 
merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan 
kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crime). Selanjutnya, jika dikaji 
dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan 
bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa 
perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat 
Indonesia.” 

Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai “beyond the law” karena 

melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (high level economy) dan birokrasi 

kalangan atas (high level beurocratic), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. 

Yang oleh karenanya, tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit 

pembuktiaannya. Selain itu, kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata 

terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrasi 

tersebut. Akibatnya, sudah dapat diperkirakan bahwa tindak pidana korupsi ini seolah-

olah menjadi “beyond the law” dan sebagai bentuk perbuatan yang “untouchable by the 

law”.12  

Oleh karena itu, mengingat telah diakui bahwa tindak pidana korupsi merupakan 

kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) maka diperlukan penanggulangan yang 

bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula 

(extra-ordinary measures).13 Sehingga melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem 

pembuktian yang ada. Dimana jika di dalam sistem pembuktian Hukum Pidana (Formil) 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditempatkan sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu 

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi 

                                                 
12 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian…, hlm. 135. 
13 Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian…, hlm. 8. 
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beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa. Artinya, terdapat suatu “Reversal of 

Burden Proof” atau “Omkering van Bewijslast”, yaitu pembalikan beban pembuktian. 

Namun penerapan pembalikan beban pembuktian beradasarkan UU Nomor 31 

Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

ini bukanlah tanpa problem. Hal ini menurut Lilik Mulyadi, dapat dilihat dari kebijakan 

legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi 

interprestasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya.14 

Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang pembalikan 

beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 

Tahun 2001. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tersebut berbunyi15:  

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 
pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian 
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 
gratifikasi ;  

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.” 

Jika dikaji dari perumusan tindak pidana (materiele feit) ketentuan tersebut 

menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma pembalikan beban pembuktian. Di 

satu sisi, pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi 

berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “..yang nilainya Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya 
                                                 

14 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik, (Bandung: 
Alumni, 2008), hlm. 211. 

15 Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, 
Penjelasan Pasal 12B ayat (1). 
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tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal 

tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan 

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka 

adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam 

suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. 

Tegasnya, ketentuan Pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan 

sebaliknya malah tidak ada.16 

Penerapan pembalikan beban pembuktian juga menjadi kebijakan Politik Hukum 

Pidana yang dilematis karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan 

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sehingga 

menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (presumption of 

guilt) atau asas praduga korupsi (presumption of corruption). Selain itu penerapan 

pembalikan beban pembuktian bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana 

universal yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.17 

Sehingga muncul pertanyaan menarik berkaitan dengan hal yang telah diuraikan 

tersebut di atas, Pertama, bagaimanakah ketentuan pembalikan beban pembuktian 

berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?. Kedua, Bagaimana penerapan pembalikan 

beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi ?. Oleh sebab itu, 

                                                 
16 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana…, hlm. 211. 
17 Ibid, hlm. 215. 
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penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pembalikan 

Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi  (Studi Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 

Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi ? 

2. Bagaimana implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan 

tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menemukan dan menganalisis konsep pembalikan beban pembuktian 

berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. 

b. Untuk mengetahui implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik 

peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum 

pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai implementasi 

pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi baik 

berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Yogyakarta. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan 

informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalah Tindak 

Pidana Korupsi. 

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para 

pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat 

penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan 

efisien guna menciptakan satu sistem peradilan tindak pidana korupsi yang adil 

dan seimbang yang muaranya dapat mencegah atau mengurangi terjadinya 

tindak pidana korupsi. 

D. Telaah Pustaka 

 Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya maka penyusun mengadakan penulusuran terhadap penelitian-penelitan yang 

telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Tesis karya Isnaldi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul 

“Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Berimbang Dan Terbatas 
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Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Padang”.18 Tesis tersebut mengkaji 

penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di 

pengadilan Negeri Padang serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan 

sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri 

Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembalikan beban 

pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang belum diterapkan 

secara penuh. Kendala yang ditemui adalah proses penahanan yang dilakukan penyidik 

masih menggunakan pola lama, dan tidak ada mekanisme yang jelas mengenai penerapan 

sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas. Perbedaannya adalah 

pada tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Padang dan pada aspek penelitiannya 

yang dibatasi pada penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan 

terbatas. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan Sistem Beban 

Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. 

 Skripsi karya Alfia Rizki Putri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan 

judul “Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Korupsi 

Gratifikasi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surabaya)”.19 Skripsi tersebut mengkaji 

tentang masalah Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak 

Pidana Gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik murni tidak 

diterapkan dalam kasus gratifikasi dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang 

dihadapi Kejaksaan Negeri Surabaya. Hambatan tersebut dikarenakan pembuktian 

                                                 
18 Isnaldi, “Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Berimbang Dan Terbatas 

Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Padang”, Tesis, (Padang: Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, 2008). 

19 Alfia Rizki Putri, “Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana 
Korupsi Gratifikasi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surabaya)”, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, 2009). 
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terbalik khususnya pembuktian terbalik murni dianggap sebagai penyimpangan dari azas 

praduga tidak bersalah, sehingga melanggar hak asasi manusia, hambatan ini harus segera 

diatasi yakni dengan menghilangkan anggapan-anggapan bahwa penerapan pembuktian 

terbalik murni merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah, pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia, serta merevisi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana khususnya tentang pembuktian. Perbedaannya adalah pada tempat 

penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya dan pada aspek penelitiannya yakni 

Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni dan Pada Tindak Pidana Korupsi 

Gratifikasi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi atau 

penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana 

korupsi. 

 Skripsi karya Helmi Permono, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul “Problematika Asas Pembuktian Terbalik 

Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan 

Negeri Surabaya)”.20 Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana fakta problematika 

penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia melalui 

kajian empiris di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembuktian terbalik memang belum pernah diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kelemahan dari pembuktian ini dan banyak 

terdakwa yang tidak menggunakan haknya pembuktian tersebut. Perbedaannya adalah 

pada tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surabaya dan aspek penelitiannya yakni 

                                                 
20 Helmi Permono, “Problematika Asas Pembuktian Terbalik Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Di Indonesia (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas 
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010). 
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problematika penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi atau 

penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana 

korupsi. 

 Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas 

tentang “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan 

pada implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak 

pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang terjadi di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Yogyakarta.  

 Penelitian ini juga menekankan pada aspek sinkronisasi praktik peradilan tindak 

pidana korupsi antara yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi dengan yang 

dipraktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Sehingga dengan 

dilakukannya penelitian dapat disimpulkan apakah praktik peradilan tindak pidana 

korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sudah sesuai dengan yang ada 

di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Jika tidak apa saja hambatan-hambatan atau 

kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi asas pembalikan beban pembuktian 

dalam peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. 
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E. Kerangka Teori 

 Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa 

melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang sangat penting karena 

merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atau 

pernyataan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Apabila dilihat dari hukum 

pembuktian yang dianut Indonesia dewasa ini, sistem pembuktian dapat diberi batasan 

sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan 

pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan 

menjadi suatu kesatuan yang utuh.  

 Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah 

merupakan ketentuan mengenai bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam 

menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem 

pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau 

ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin 

hukum acara pidana, ialah: 

1. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction In Time) 

 Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata 

berdasarkan keyakinan pribadinya. Walaupun tidak ada alat bukti, Hakim dapat 

menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam 
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sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas 

hakim sangat menonjol dalam sistem ini.21 

 Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, 

hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-

alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam 

membentuk keyakinan tersebut. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar 

untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada 

alasan hakim yang telah yakin.22 

2. Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie) 

 Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah 

ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari 

sistem Conviction in Time karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti 

dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.23  

 Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman 

sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh 

Negara. Juga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja 

menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui 

                                                 
21 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 252. 
22 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 

25. 
23 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia…, hlm. 251. 
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undang-undang. Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat 

bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.24 

3. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (Negatief Wettelijk) 

 Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta 

dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula 

keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk 

ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan 

dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat 

bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri 

sendiri-sendiri.25 

 Inti pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk) 

adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya 

kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-

undang. Dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. 

Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, maka 

hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun 

hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, 

tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat 

menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.26 

                                                 
24 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian…, hlm. 28. 
25 Ibid, hlm. 28. 
26 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2007), hlm. 190. 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem ini, hal 

tersebut dapat terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu27:  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 

Kongkretnya, sistem pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara 

pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif 

(Negatief Wettelijk) atau berdasarkan “beyond reasonable doubt”.28 

 Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (Negatief 

Wettelijk) berlaku dan diterapkan secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada 

dalam kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun di luar kodifikasi. 

Namun penerapan sistem pembuktian secara negatif (Negatief Wettelijk) dianggap 

mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan 

transnasional. Sistem pembuktian secara negatif tidak mampu mengembalikan aset 

negara yang di korupsi dan seolah-olah menjadikan tindak pidana korupsi seperti 

“beyond the law” dan sebagai bentuk perbuatan yang “untouchable by the law”. 

 Sehingga diajukannya alternatif pembalikan beban pembuktian (“Reversal of 

Burden Proof” atau “Omkering van Bewijslast”), yang jika dikaji dari perspektif teoritis 

dan praktik, dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang 

bersifat murni maupun bersifat terbatas (limited burden of proof). Ketentuan tersebut, 

khususnya ditujukan terhadap harta kekayaan tersangka korupsi yang bertujuan 

                                                 
27 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183. 
28 Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian…, hlm. 48. 
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menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang selayaknya tidak 

dimiliki seseorang dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya secara sah. 

 Penggunaan model ini harus memiliki 2 (dua) fungsi yaitu, pertama, model ini 

bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal-usul harta kekayaan dari suatu 

kejahatan; akan tetapi di sisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan 

dengan Hak Asasi Manusia (HAM)  seseorang tersangka. Fungsi kedua, model ini tidak 

memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus 

bertujuan yang bersifat rehabilitatif dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari 

kejahatan tertentu (recovery) dengan melalui jalur keperdataan. 

F. Metode Penelitian 

 Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, 

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.29 Penelitian ini 

dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan 

peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.  

                                                 
29 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 11. 
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 Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui 

penelitian lapangan (field research) berupa hasil wawancara (interview) kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi in casu yang 

dalam proses persidangannya dimungkinkan penerapan asas pembalikan beban 

pembuktian. Penelitian lapangan (field research) digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak 

pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh 

data yang akurat mengenai implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam 

praktik peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian kepustakaan (library research) 

dilakukan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan 

(putusan pengadilan) berupa putusan hakim. Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji 

adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) yang langsung berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.  

3. Pendekatan Penelitian 

 Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 

sejarah (history approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).30 Penelitian ini menggunakan beberapa 

                                                 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22. 
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pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat 

informasi dari berbagai aspek mengenai implementasi asas pembalikan beban 

pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).  

4. Sumber Data 

 Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim 

tentang perkara tindak pidana korupsi. Adapun data sekunder berupa bahan-bahan 

kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data 

komparatif mengenai implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik 

peradilan tindak pidana korupsi. Dan juga data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil 

wawancara (interview) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus 

tindak pidana korupsi in casu yang dalam proses persidangannya dimungkinkan 

penerapan asas pembalikan beban pembuktian. Data wawancara (interview) selain 

diperoleh di lingkungan penelitian, juga diperoleh di tempat lain dengan pihak-pihak 

yang pernah terlibat dalam proses penanganan kasus di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Yogyakarta. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 

a. Pencarian data primer berupa putusan hakim tentang perkara tindak pidana 

korupsi yang dalam proses persidangannya dimungkinkan penerapan asas 
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pembalikan beban pembuktian. Juga dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan 

bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data primer akan dilakukan 2 

(dua) cara, yaitu : 

1) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak 

diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip. 

2) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan 

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita 

dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus. 

b. Pencarian data sekunder berupa data lapangan yang dilakukan dengan beberapa 

cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada 

lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara (interview). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan 

data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan 

alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan 

didapat dengan mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan 

wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (interview guide) 

dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh 

penyusun. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan 

pada data-data yang diperlukan penyusun. 

2) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang 

sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam 

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan 
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untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.31 Secara garis besar, pengamatan 

akan dilakukan terhadap ruang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan. 

3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. 

Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, 

majalah, notulen rapat atau catatan harian.32 Data-data tersebut berupa arsip-

arsip yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan juga 

buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan.33 Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni 

usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 

terhadap data tersebut.34 Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah 

yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas 

pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. 

 

                                                 
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi, (Yogyakarta: 

Andi Offset, 1992), hlm. 136. 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 202. 
33 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 

263. 
34 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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G. Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka 

dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan 

sistematika skripsi sebagai berikut:  

 BAB I, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II, berisi gambaran umum mengenai tinjaun umum pembalikan beban 

pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang meliputi definisi dan pembahasan tentang 

tindak pidana korupsi, pembuktian, dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi. 

 BAB III, berisi gambaran umum mengenai kajian teoritis pembalikan beban 

pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang meliputi pembahasan mengenai 

pembalikan beban pembuktian secara umum dan pembalikan beban pembuktian di 

Indonesia berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang 

sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu 

tentang implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak 

pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.  

 BAB V, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan pembalikan beban pembuktian di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 

No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 

37A, dan Pasal 38. Apabila dibaca berdasarkan norma hukumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa adalah: 

a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian; 

b. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak 

pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiaannya dengan menggunakan 

pembalikan beban pembuktian; 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pembalikan beban pembuktian 

hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni:  

1) Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih 

(Pasal 12B ayat (1) jo. 37 ayat (2) jo. 38A); dan  

2) Pada harta benda terdakwa yang terbagi kedalam (2) jenis, yakni (1) pada 

harta benda terdakwa yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan 

pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A), serta (2) 

pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo. 37). 
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2. Bahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, 

pembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah 

diterapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi berdasarkan putusan 

Nomor : 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Penerapanya telah sesuai dengan berdasarkan UU 

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yakni dengan pembalikan beban 

pembuktian berimbang terbatas. Sedangkan untuk pembalikan beban pembuktian 

pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan (37A) maupun yang tidak 

didakwakan pada perkara pokok (38B) belum dapat diterapkan sebagaimana putusan 

Nomor: 3/Pid.Sus/2011/P.Tipikor.Yk, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini 

dianggap sulit untuk diterapkan. 

B. Saran/ Rekomendasi 

1. Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi rumusan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 karena rumusan atau redaksional Pasal tersebut 

dianggap bermasalah dan salah susun sehingga justru meniadakan eksistensi 

pengaturan pembalikan beban pembuktian.  

2. Diperlukan adanya evaluasi atau pembaharuan pengaturan mengenai pembalikan 

beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dan 

optimal sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses persidangannya. 

Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan khusus atau tersendiri 

mengenai hukum acara pembalikan beban pembuktian. 

3. Diperlukan adanya sosialisasi khusus yang mendalam terutama berkaitan dengan 

pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang tertuang di dalam suatu 
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peraturan perundang-undangan. Karena selama ini masih banyak persepsi dan asumsi 

negatif mengenai pembalikan beban pembuktian, yang dianggap merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dan hak 

asasi terdakwa. Sehingga para penegak hukum tidak lagi ragu untuk menerapkan 

pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-

undangan. 

4. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi 

penegak hukum yang ada di daerah. Mengingat pentingnya peranan penegak hukum 

dalam penerapan pembalikan beban pembuktian. Karena patut disadari, penerapan 

pembalikan beban pembuktian tidaklah mudah apabila pemahaman para penegak 

hukum terhadap pengaturan dan konsepsi pembalikan beban pembuktian kurang 

memadai. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka pasal-pasal yang mengatur 

pembalikan beban pembuktian akan seperti “pasal yang tidur” karena tidak pernah 

diterapkan dalam proses persidangan, meskipun terdapat kondisi atau keadaan yang 

memungkinkan adanya penerapan pembalikan beban pembuktian. 
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